PERATURAN DAERAH PROVINSI SU;/(ATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 5. TAHUN

TENTANG

022

|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PRAVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEM]?ERIAN INSENTIF DAN

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa sesuai ketentuan

b. bahwa Peraturan Daerah

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN

PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

G MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Pasal 7 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pemberian

insentif
masyarakat dan/atau inve
Daerah;

dan/atau pemberian kemudahan

kepada
stor diatur dengan Peraturan

Sumatera Selatan Nomor 3

Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian

Kemudahan Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi

dengan perkembangan pada saat ini sehingga perlu

dilakukan penyesuaian;

c. bahwa

berdasarkan pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 20

dan Pemberian Kemudahan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-U
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor

14 tentang Pemberian Insentif

Penanaman Modal;

'ndang Dasar Negara Republik

25 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1814);




Undang-Undang Nomor
Penanaman Modal (Lembar:
Tahun 2007 Nomor 67,
Republik Indonesia Nomo

25 Tahun 2007 tentang
Negara Republik Indonesia
ambahan Lembaran Negara
4724) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-U dang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lemb
Tahun 2020 Nomor 245,
Republik Indonesia Nomor

n Negara Republik Indonesia
ambahan Lembaran Negara
573);

Undang-Undang Nomor 2(3J\ Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengakl
Indonesia Tahun 2008 Non
Negara Republik Indonesia
telah diubah dengan Unda
2020 tentang Cipta Kerja
Indonesia Tahun 2020 Nom
Negara Republik Indonesia D

Undang-Undang Nomor
Pelayanan Publik (Lembara
Tahun 2009 Nomor 112,
Republik Indonesia Nomor 5

Undang-Undang Nomor
Pembentukan Peraturan Per
Negara Republik Indonesi
Tambahan Lembaran Negar
5234) sebagaimana telah di
Nomor 13 Tahun 2022 ter
Undang-Undang Nomor
Pembentukan Peraturan Per
Negara Republik Indonesi:
Tambahan Lembaran Negar
6801);

Undang-Undang Nomor

Pemerintahan Daerah (L
Indonesia Tahun 2014 Nom
Negara Republik Indonesie
telah diubah beberapa kali

(Lembaran Negara Republik
nor 93, Tambahan Lembaran
. Nomor 4866) sebagaimana
ng-Undang Nomor 11 Tahun
{(Lembaran Negara Republik
jor 245, Tambahan Lembaran
Nomor 6573);

25 Tahun 2009 tentang
n Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara
038);

12 Tahun 2011 tentang
undang-undangan (Lembaran
a Tahun 2011 Nomor 82,
ra Republik Indonesia Nomor
ubah dengan Undang-Undang
1tang Perubahan Kedua atas
12 Tahun 2011 tentang
undang-undangan (Lembaran
a Tahun 2022 Nomor 143,
ra Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2014 tentang
embaran Negara Republik
jor 244, Tambahan Lembaran
y Nomor 5587) sebagaimana
dan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik
245, Tambahan Lembaran
Nomor 6573);

Indonesia Tahun 2020 Nomor
Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara

2022 Nomor 4, Tambahan

Indonesia Nomor 6757);

Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Republik




10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

(Lembaran Negara Republik
63, Tambahan Lembaran
Nomor 6330);

Indonesia Tahun 2019 Nomor
Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan
Negara Republik Indonesi

Berbasis Resiko (Lembaran
a Tahun 2021 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah {Lembaran

Negara Republik IndonesE

Tahun 92021 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik'Indonesia Nomor

6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Kemudahan, Perlindungan
dan Usaha Mikro, Kecil dan
Republik Indonesia Tahun

dan Pemberdayaan Koperasi
Menengah (Lembaran Negara
2021 Nomor 17, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Perlakuan Perpajakan untuk Mendpkung Kemudahan
Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6621);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah dalam Rangka

Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

(Lembaran Negara Republik
20, Tambahan Lembaran
Nomor 6622); -

Indonesia Tahun 2021 Nomor
Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayan:
(Lembaran Negara Republik
221);

Peraturan Presiden Nomor 1
Usaha Penanaman Modal
Indonesia Tahun 2021 N
diubah dengan Peraturan P
tentang Perubahan atas P
Tahun 2021 tentang Bida:
(Lembaran Negara Republik
128);

an Terpadu Satu Pintu
Indonesia Tahun 2014 Nomor

0 Tahun 2021 tentang Bidang
(Lembaran Negara Republik
bmor 61) sebagaimana telah
residen Nomor 49 Tahun 2021
eraturan Presiden Nomor 10
ng Usaha Penanaman Modal
Indonesia Tahun 2021 Nomor

W




17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Peraturan Menteri Dalam
tentang Pedoman Pelaks

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di

egeri Nomor 64 Tahun 2012
aan Pemberian Insentif dan
Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

930);

Peraturan Menteri Dalam

egeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesi
sebagaimana telah diub

Tahun 2015 Nomor 2036)
dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri D

am Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

157);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor
Perubahan Kedua atas
Sumatera Selatan Nomor 3
Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2021 Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor

Pemberian Insentif dar
Penanaman Modal {(Lembar;

Selatan Tahun 2014 Nomor

Peraturan Daerah Nomor
Rencana Tata Ruang Wilay
Tahun 2016-2036 (Lembar:
Selatan Tahun 2016 Nomor

Peraturan Dadrah Nomor
Pembentukan dan Susuna
Sumatera Selatan (Lembar:
Selatan Tahun 2016 Noi
diubah dengan Peraturan 1
tentang Perubahan atas 1
Tahun 2016
Perangkat Daerah Provinsi

tentang P

Daerah Provinsi Sumatera S

11 Tahun 2021 tentang
Peraturan Daerah Provinsi
3 Tahun 2011 tentang Pajak
. Provinsi Sumatera Selatan

3 Tahun 2014 tentang
1 Pemberian Kemudahan
an Daerah Provinsi Sumatera
3);

11 Tahun 2016 tentang
ah Provinsi Sumatera Selatan
an Daerah Provinsi Sumatera
11);

14 Tahun 2016 tentang
n Perangkat Daerah Provinsi
an Daerah Provinsi Sumatera
mor 14) sebagaimana telah
Daerah Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 14
embentukan dan Susunan
Sumatera Selatan (Lembaran
)elatan Tahun 2020 Nomor 3);

fo




Menetapkan

Dengan Persetujuan Bernsama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELAT AN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI

SUMATERA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian

Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

{Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

Nomor 3), diubah sebagai beri

1. Ketentuan Pasal 1 diuba
berikut:

sehmgga berbunyi sebagai

Dalam Peraturan Daerah ini ang dimaksud dengan:

1.
2.

4a.

Sa.

5b.

Provinsi adalah Provinsi
Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.
Gubernur adalah Gubern
Dinas Penanaman Modal
Pintu yang selanjutnya
Dinas Penanaman Modal

umatera Selatan.

adalah Pemerintah Provinsi

ur Sumatera Selatan.

dan Pelayanan Terpadu Satu
disingkat DPMPTSP adalah
dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

Perangkat Daerah adalah Perangkat

Daerah di

Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
Modal adalah Aset dalam bentuk uang atau bentuk

lain yang bukan uang

vang dimiliki oleh penanam

modal yang mempunyai modal ekonomis.

Investasi adalah segala
modal, baik oleh pen

bentuk kegiatan menanam
anam modal dalam negeri

maupun penanam modal asing untuk melakukan

usaha di wilayah Provinsi.

Investor adalah penanam modal perseorangan atau

badan usaha yang melakukan penanaman modal yang

dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan

penanaman modal asing.




10.

11.

12.

-6 -

Modal Dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki oleh
Negara Republlik Indonesia atau badan usaha yang
berbentuk badan hukum|atau tidak berbadan hukum.
Modal Asing adalah modal yang dimilki oleh negara
asing perseorangan warga negara asing, badan usaha
asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum
indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya
dimiliki oleh pihak asing.
Penanam Modal adalah perseorangan atau badan
usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat
berupa penanam modal| dalam negeri dan penanam
modal asing.
Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik |oleh penanam modal dalam
negeri maupun penanam modal asing untuk
melakukan wusaha di |wilayah Provinsi Sumatera
Selatan.
Penanaman Modal dalam negeri adalah perseorangan
warga negara indonesia, badan wusaha indonesia,
negara Republik Indonesia, negara, atau daerah yang
melakukan penanaman| modal di wilayah negara
Republik Indonesia.
Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga
negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah
asing yang melakukan penanaman modal di wilayah
negara Republik Indonesia.
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/ atau kegiatannya.

12a.Sistemm Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

13.
14.

Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya
disebut Sistem OSS | adalah sistem elektronik
terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh
Lembaga OSS untuk Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko.
Dihapus.
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang atau
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi usaha kriteria mikro.




15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung

dari usaha menengah atau

usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif

yang berdiri
perseorangan

sendiri yang dilakukan oleh orang
atau badan

usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yvang dimiliki, dikuasai
maupun tidak langsun

atau menjadi baik langsung
g dengan wusaha kecil atau

usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.

Koperasi adalah Badan

usaha yang beranggotakan

orang seorang atau badan hukum koperasi dengan

melandaskan

kegiatannya

berdasarkan  prinsip

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan

Pemberian Kemudahan

Investasi selanjutnya disebut

Tim adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk

melakukan verifikasi,

rekomendasi,

penilaian, memberikan

dan melakukan pemantauan dan

evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Pemberian

Kemudahan Investasi.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah

kontripusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan

undang-undang,

dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Daerah bagi

kemakmuran rakyat.
Retribusi Dagrah yang s
adalah pungutan Daers
jasa atau pemberian
disediakan dan/atau
Daerah untuk kepentinga
Masyarakat adalah orang
merupakan Warga Nege
mempunyai dan/atau
sesuai dengan ketent
undangan.

sebesar-besarnya

selanjutnya disebut Retribusi,
h sebagai pembayaran atas
izin tertentu yang khusus
diberikan oleh Pemerintah
an orang pribadi atau Badan.

y atau sekelompok orang yang
ara Republik Indonesia yang
melakukan kegiatan wusaha
uan peraturan perundang-




2. Ketentuan BAB II dan Pasal
sebagai berikut:

(1) Pemberian Insentif dapat berb

(2)

22. Pemberian Insentif adala

23. Pemberian Kemudahan a

24.Tenaga Kerja Lokal ada

25. Nomor Induk Berusaha y

a. pengurangan,

b. pengurangan, keringanan

. bantuan untuk riset dan

. bunga pinjaman rendah b

dan ketentuan peraturan
berlaku.

-8 -

dari Pemerintah Daerah
investor baru dalam jan;
tahun sejak diberikannya

fiskal dari Pemerintah
dan/atau investor un
kegiatan investasi dan u

di daerah.

minimal 17 (tuyjuh bel
dengan Kartu Tanda Penc

adalah bukti registrasi
untuk melakukan keg
identitas bagi pelaku
kegiatan usahanya.

h dukungan kebijakan fiskal
kepada masyarakat dan/atau
gka waktu maksimal 5 (lima)
perizinan berusaha.

dalah penyediaan fasilitas non
Daerah kepada Masyarakat
tuk mempermudah setiap
ntuk meningkatkan investasi

lah penduduk yang berusia
as) tahun wyang dibuktikan
juduk.

ang selanjutnya disingkat NIB
/pendaftaran pelaku usaha
iatan usaha dan
usaha dalam pelaksanaan

sebagai

4 diubah sehingga berbunyi

BAB II

BENTUK INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 4

daerah;

daerah;

keringanan,

entuk:

atau pembebasan pajak

, atau pembebasan retribusi

. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil,

menengah dan/atau koperasi di Provinsi;

pengembangan untuk usaha

mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi di Provinsi;

. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil,

menengah dan/atau koperasi di Provinsi; dan/atau

menengah dan /atau Kope

agi usaha mikro, usaha kecil,
rasi di Provinsi.

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

perundang-undangan yang

"
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3. Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 d
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehing
Pa

Pemberian Kemudahan dapat be
a. penyediaan data dan informa
penyediaan sarana dan prasz

pemberian bantuan teknis;

o po

penyederhanaan dan perc

ihapus.
yoa berbunyi sebagai berikut:
sal 7

rbentuk:
1si peluang penanaman modal;
rana;

fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi,

epatan pemberian perizinan

melalui pelayanan terpadu satu pintu;

al

g. kemudahan investasi di Kaw
dalam peraturan perundar
pada pembangunan daerah;

h. pemberian kenyamanan ds
Provinsi;

i. kemudahan proses sertifikasi

dengan ketentuan peraturan

kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

rasan strategis yang ditetapkan
ig-undangan yang berpotensi

in keamanan berinvestasi di

dan standarisasi sesuai

perundang-undangan;

j- kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;

k. kemudahan akses pasokan b

ahan baku; dan/atau

1. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Provinsi.

5. Ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12

dihapus.
6. Ketentuan BAB 11 diubah dan

Pasal 14 huruf j dan huruf |

dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

KRI

TERIA

Pasal 14

Pemberian Insentif

sebagaimana dimaksud dalam

kepada Masyarakat dan/atau

kriteria:

dan/atau

Pemberian Kemudahan
Pasal 2 ayat (1) diberikan
Investor yang memenuhi

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan

Masyarakat;

. menggunakan sebagian besar

o oo o

memberikan
domestik regional bruto;

=

. memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal;

sumber daya lokal;

. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
kontribusi dalam peningkatan

produk

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

g. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas

nasional dan/atau daerah;




h.
i
3.
k.
L

m.

n.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehing

(1) Masyarakat dan/atau Inves

2

@)

(4)

8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehir

Kriteria melakukan kegiatan u
prioritas nasional danjatau de
dalam Pasal 14 huruf g di
dan/atau Investor yang bergera
dan/atau daerah sesuai den
Jangka Menengah Nasional (RP.
Jangka
perencanaan lain milik Provinsi

9. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

- 10 -

termasuk pembangunan infra
melakukan alih teknologi;
dihapus;

berorientasi ekspor;

dihapus;

bermitra dengan usaha mi
koperasi; dan/atau

industri yang menggunakan
peralatan yang di produksi di

Pasal

kerja sebagaimana dimakst
wajib mengutamakan tenaga

Masyarakat dan/atau Investy
ahli warga negara asing 1
tertentu setelah mendapatks
ketentuan peraturan perund:

Masyarakat dan/atau Iny
kompetensi tenaga kerja I

sesuai dengan ketentuan per

Masyarakat dan/atau Inv
tenaga kerja asing diwajibkai
dan melakukan alih teknolog

Masyarakat dan/atau Inv

Tenaga Kerja Asing wajib 1

struktur;

kro, kecil, menengah, atau
barang modal, mesin, atau
dalam negeri.

sga berbunyi sebagai berikut:

16

tor dalam memenuhi tenaga
1d dalam Pasal 14 huruf b
kerja lokal.

or dapat menggunakan tenaga
intuk jabatan dan keahlian
N persetujuan sesuai dengan
ang-undangan.

vestor wajib meningkatkan
bkal melalui pelatihan kerja

aturan perundang-undangan.
estor yang mempekerjakan
n menyelenggarakan pelatihan
i kepada tenaga kerja lokal.

estor yang mempekerjakan
memfasilitasi pendidikan dan

pelatihan Bahasa Indonesia kepada Tenaga Kerja Asing.

Pasal

Menengah Daerah

1gga berbunyi sebagai berikut:
|21

saha sesuai dengan program
werah sebagaimana dimaksud
berikan kepada Masyarakat
k di sektor unggulan nasional
gan Rencana Pembangunan
JMN) , Rencana Pembangunan

(RPJMD) dan dokumen
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10. Ketentuan Pasal 25 diubah

11.

12.

13.

berikut:

Pasal

sehingga berbunyi sebagai

25

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf k berlaku bagi Masyarakat dan/atau Investor
yang kegiatan usahanya melakukan ekspor ke negara lain.

Ketentuan Pasal 26 dihapus.

Ketentuan Pasal 29 diubah
berikut:

Pas

(1) Masyarakat dan/atau Inve

sehingga berbunyi sebagai

al 29

stor yang akan mengajukan

permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman
modal wajib memiliki NIB melalui Sistem OSS.

(2) Permohonan insentif dan,

kepada Gubernur.

(3) Permohenan sebagaimana

atau kemudahan diajukan

dimaksud pada ayat (2)

dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim yang dibentuk

dengan Keputusan Gubernu

Ketentuan Pasal 35 diubah
berikut:

Pasal

(1) Pelaksanaan Pemberian Ir
Kemudahan kepada Mas
dilakukan setelah melalui
Perangkat Daerah terkait.

(2) Penilaian sebagaimana dimze

berdasarkan:

a. kriteria; dan

b. jenis usaha.
(3} Penilaian sebagaimana dimz
menggunakan  skoring
menentukan bentuk dan
kemudahan yang akan d

dan/atau investor.

I.

sehingga berbunyi sebagai

35

1sentif dan/atau Pemberian

yvarakat dan/atau Investor

penilaian dengan melibatkan

ksud pada ayat (1) dilakukan

aksud pada ayat (2) dilakukan

dan  pembobotan  untuk

besaran insentif dan/atau

iberikan kepada Masyarakat
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(4) Pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur yang paling sedikit memuat:

a. nama;

b. alamat pemohon;

c. bidang usaha atau kegiatan Investasi;

d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;

e. jangka waktu insentif; dan

f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau
kemudahan investasi.

14. Ketentuan Pasal 36 diubah | sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 36

(1} Pemerintah Provinsi dapat| memprioritaskan pemberian
Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis
usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

(2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

usaha mikro, kecil, menengah, dan/atau koperasi;

. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;

usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;

. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;

usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;

usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal
yang memprioritaskan keunggulan daerah;

g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman

modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau

h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

I S

15. Ketentuan Pasal 38 diubah | sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38

(1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
wajib dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

{2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
wajib ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak
lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian
Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling
lama 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.




16. Ketentuan BAB VII dan Pasal

17.
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sebagai berikut:

BAB

39 diubah sehingga berbunyi

Vil

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 39

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian
Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berhak untuk:

a. mendapatkan informasi p

clayanan Pemberian Insentif

dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi

sesuai mekanisme yang tela
c. mendapatkan layanan

pelaksanaan, pengawasan

Masyarakat dan/atau Investor; dan

d. mendapatkan informasi
perkembangan penerimaan

investasi.

Ketentuan Pasal 40 diubah
berikut:

h ditetapkan;

terkait proses pemberian,
dan pembinaan terhadap
hasil evaluasi terhadap

insentif dan/atau kemudahan

sehingga berbunyi sebagai

Pasal 40

Masyarakat dan/atau Investos

Insentif dan/atau Pemberian Ke

a. menerapkan prinsip tata ke

b. melaksanakan tanggung jav

c. membuat dan menyan
penanaman modal kepada
secara Daring;

d. mematuhi persyaratan
Pemberian Insentif dan/ata

e. menyusun dan menyampe
usaha secara berkala setiag
Gubernur melalui DPMPTSE

f. menjamin tersedianya mod
yvang tidak bertentangan
perundang-undangan;

g. menciptakan iklim perss
mencegah praktik mono
merugikan daerah;

h. menciptakan keselamatan,
kesejahteraan pekerja;

- yang menerima Pemberian
mudahan wajib untuk:

lola perusahaan yang baik;
vab sosial perusahaan;
ipaikan  laporan  kegiatan
Gubernur melalui DPMPTSP

yang ditetapkan mengenai

1 Pemberian Kemudahan;
iikan laporan perkembangan

> 1 (satu) tahun sekali kepada

.
b

lal yang berasal dari sumber
dengan ketentuan peraturan
iingan usaha yang schat,
poli dan hal yang dapat

kesehatan, kenyamanan dan

i. menjaga kelestarian lingkungan;
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j- menanggung dan menyelesaikan semua kewajiban jika

Masyarakat dan/atau Investor menghentikan atau
meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya
secara sepihak;
menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi
modal; dan

semua ketenfuan peraturan perundang-

kegiatan usaha penanaman
. mematuhi
undangan.

18. Ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 43 diubah
berikut:

sehingga berbunyi sebagai

Pasal 43

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian
Kemudahan kepada Masyarakat Investor
DPMPTSP berkoordinasi

terkait sesuai

dan/atau
melalui
Daerah
perundang-undangan.

(2) Gubernur

dengan Perangkat
dengan ketentuan peraturan

melakukan pembinaan dan pengawasan

20.

21.

pelaksanaan Pemberian I
Kemudahan kepada Masy:
dilakukan oleh bupati/wali

peraturan perundang-undan

Ketentuan Pasal 47 diubah
berikut:

Pasal

Ketentuan lebih lanjut sebagain
Pasal 7, Pasal 14, Pasal 29, da

dengan Peraturan Gubernur.

Ketentuan Pasal 48 diubah
berikut:

Pasa]

(1) Masyarakat
dan/atau kemudahan
kewajiban sebagaimana

dikenakan sanksi administr

dan/atau |

nsentif dan/atau Pemberian
akat dan/atau Investor yang
ota sesuai dengan ketentuan
1garn.

sehingga berbunyi sebagai

| 47

ana dimaksud dalam Pasal 4,
n Pasal 36 diatur lebih lanjut

sehingga berbunyi sebagai

| 48

Investor penerima insentif
yang tidak melaksanakan
dimaksud dalam Pasal 40

atif.
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(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa :

a. teguran tertulis; dan

b. pencabutan pemberian insentif dan/atau pemberian

kemudahan.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 DBesember 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

4 4’/ H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 3esember 2022
SEKRETARIS DAERAH
/{ )’f«\/ PROVINSI SUMATERA SELATAN,

el
('7
S. A. SUPRIONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (5-265/2022)




